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ABSTRAK 

 

 

BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran 

strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih 

minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak 

BUMDes yang “mati suri” dan tak berkembang. Penguatan BUMDes juga tidak 

terlepas dari aturan hukum, karena sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai 

pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Terlebih, saat ini pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa. Hadirnya aturan tersebut membawa dampak hukum yang mampu 

memudahkan BUMDes untuk berkembang. Permasalahannya, pengembangan 

BUMDes masih terhambat oleh persoalan regulasi. Pemerintah daerah dalam hal 

ini perlu membuat kebijakan hukum yang mampu mendorong pengembangan 

BUMDes sehingga nantinya mampu mendorong pembangunan ekonomi inklusif. 

Reinventing Government yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler, 

harapannya mampu menjadi basis dalam menghasilkan hukum yang mampu 

mengembangkan BUMDes. Penelitian ini bertujuan menghasilkan konstruksi 

hukum daerah agar BUMDes semakin berkembang dan menjadi pelopor dalam 

mendorong pembangunan ekonomi inklusif.  

 

Kata kunci:  Pengembangan BUMDes, Reinventing Government, Ekonomi Inklusif 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan terobosan baru 

dalam rangka pemberdayaan desa. Pengaturan BUMDes dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong desa untuk mampu 

mengoptimalkan lembaga ini guna peningkatan roda perekonomian masyarakat. 

Namun kenyataannya, hingga saat ini masih sedikit desa yang berhasil dalam 

memaksimalkan kelembagaan ini. 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). 

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui 

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sebagaimana diatur 

dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa BUMDes 

dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Adapun BUMDes 

dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan BUMDes didasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan 

Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa 

untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta 
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potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

Secara normatif, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Secara 

tidak langsung BUM Desa memiki peran strategis dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menjadi desa yang mandiri dan 

berdaya saing.  

Belum lama ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hal ini juga merupakan impact 

dari adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan 

kedudukan BUMDes sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum, peran 

BUMDes akan semakin penting. Status badan hukum menjadikan BUMDes lebih 

mudah menjalin kerjasama bisnis dengan entitas bisnis lainnya, serta lebih mudah 

mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Adanya peraturan 

pemerintah ini, akan membuka peluang besar bagi BUMDes dalam 

mengembangkan unit-unit usahanya. Sehingga muaranya, akan menjadi peluang 

peningkatan ekonomi desa. 

Peran dan keberadaan BUMDes mampu membantu perekonomian 

masyarakat, karena BUMDes dapat menjadi penggerak untuk mengembangkan 

potensi perekonomian yang ada di desa. Hal ini tidak terlepas bahwa pendirian 

BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama 
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antar-Desa. Berbagai potensi yang terdapat di desa sangat memungkinkan untuk 

dikembangkan dan bisa diwujudkan dengan melakukan kegiatan berbasis usaha 

yang dikemas dengan sebaik mungkin.  

Namun satu sisi, untuk mewujudkan pengembangan BUMDes bukanlah 

persoalan sederhana. Keterbatasan masyarakat desa menjadi faktor bagi stagnannya 

BUMDes. Oleh karenanya, pemerintah daerah turut bertanggungjawab dalam 

mengembangkan BUMDes melalui kebijakan hukum daerah. Urgensi penelitian ini 

terletak pada fakta bahwa pengembangan BUMDes oleh pemerintah daerah belum 

memiliki format kebijakan hukum yang mampu mendorong pengembangan 

BUMDes. Kebutuhan akan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat 

mengakomodasi dan memfasilitasi pengembangan BUMDes saat ini sangat 

diperlukan. Oleh karenanya, melalui penelitian ini harapannya mampu 

menghasilkan Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis 

Reinventing Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kewenangan daerah dalam pengembangan BUMDes?  

2. Bagaimanakah Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes 

Berbasis Reinventing Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif? 
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C. Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk menghasilkan: Konstruksi Hukum 

Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government Untuk 

Pembangunan Ekonomi Inklusif. 

 

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini memiliki urgensi, yaitu dalam rangka menemukan konstruksi 

hukum yang ideal dalam pengembangan BUMDes. Semangat pemerintah dalam 

upaya meningkatkan dan mengembangkan BUMDes perlu diikuti dengan 

kebijakan hukum daerah. Hal ini juga berimbas terhadap pembangunan ekonomi 

daerah. 

 

E. Output/Temuan 

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, yaitu Konstruksi Hukum Daerah 

dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government Untuk 

Pembangunan Ekonomi Inklusif. 

 

F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan 

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa 

melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang otonomi daerah yang 

selaras dengan konstitusi. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang 

demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang 

hukum. Luaran wajib penelitian ini yaitu prosiding konferensi internasional 

terindeks SCOPUS atau WoS. Dan luaran tambahan akan dipresentasikan dalam 

seminar.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Indonesia menganut sistem presidensial, meskipun masih terdapat 

perdebatan dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem 

campuran. Namun, satu yang pasti bahwa, Indonesia adalah bukan negara dengan 

sistem pemerintahan parlementer, dimana terdapat negara dalam negara. Ditinjau 

dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: 

pembagian kekuasana secara horizontal didasarkan atas sifat tugas  yang berbeda-

beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, 

dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat  pemerintahan, 

melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem  desentralisasi dan 

dekonsentrasi.1 

Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat 

(2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Dengan demikian pembentukan 

daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:2 

a. daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di 

Negara federal;  

 
1 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 171. 
2 Ibid. 



6 

 

b. desentralisasi dimanisfestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan 

pemerintahan;  

c. penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b, 

tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan 

kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat. 

 

Adanya desentralisasi seharusnya juga dikuti dengan pembangunan daerah. 

Pembangunan daerah adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.3 Pembiayaan pembangunan 

memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan 

dapat berhasil.4 Semakin tersedia cukup sumber-sumber pembiayaan, maka 

diharapkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah semakin besar.5 

Menurut Koirudin kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh 

pemerintahan di negara-negara yang bersifat demokratis, sedikitnya memiliki dua 

pokok manfaat yaitu: 

1) Manfaat politis yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik 

masyarakat daerah sekaligus dalam rangka memperkuat stabilitas politik 

secara nasional. 

 
3 Op.Cit., Rahardjo Adisasmita, hlm. 70. 
4 Bohari, Pengantar Hukum Pajak,cet-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11. 
5 Op.Cit., Rahardjo Adisasmita, hlm. 7. 
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2) Manfaat administratif dan ekonomis yaitu untuk meyakinkan bahwa 

pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. 6 

The Liang Gie juga mengemukakan alasan dianutnya desentralisasi, salah 

satunya yaitu dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi 

diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung 

membantu pembangunan tersebut.7 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan 

pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.8  Dalam negara kesatuan 

terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah 

pusat (central government) dengan Pemerintah lokal (Local Government) 

sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap 

merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di 

negara itu ialah Pemerintah Pusat.9  

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah 

 
6 Koirudin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi 

Menuju Kemandirian Daerah, (Malang: Averroes Press, 2005). 
7 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, 

(Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 60. 
8 Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014 
9 Ni’matul Huda. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan 

Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 241 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi 

ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Otonomi daerah 

memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Pembahasan mengenai otonomi daerah maka tidak terlepas dari adanya 

keberadaan desa. Desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana 

warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan 

banyak tergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai 

organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur 

pemerintahan negara.10 Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang 

otonomi menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti self-governing 

community (berpemerintahan sendiri), local self government (pemerintahan lokal 

yang otonom) dan local state government (pemerintahan negara di tingkat lokal).11 

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai 

entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, 

diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini 

dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut:  

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

 
10 Pratikno, Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa, dalam Dadang Juliantara, 

Arus Bawah Demokrasi, (Yogyakarta: Lappera), 2000. Sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi 

Hukum & Kebijakan Indonesia, Modul Pemerintahan Desa, disebarluaskan Pimpinan Pusat 

Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Jakarta, dan ditampilkan di www.parlemen.net. 
11 Baca dalam Sutoro Eko ‘Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa’, makalah pada 

Sarasehan Nasional ‘Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006. 
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hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.  

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan 

bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki 

pemerintahan yang terendah dalam NKRI.12 Terkait dengan posisi desa yang akan 

dikembangkan sebagai local self goverment, maka yang harus dilakukan bukan 

sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus 

melakukan desentralisasi politik (devolusi) kepada desa atau kampung, seperti yang 

dilakukan kepada daerah.  

Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan 

bahwa:  

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan megurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai Badan Usaha Milik 

 
12Khairuddin Tahmid, Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan 

Perundang-undangan Di Indonesia (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII, 2011), 

hlm.3 
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Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan 

pemerintah kabupaten/kota, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan 

bagi berkembangnya BUMDes. Lembaga ini adalah terobosan baru yang patut di 

apresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa 

jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan 

ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus 

diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik 

dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak 

boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk 

turut mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa.13 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, juga memerlukan teori 

hukum pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja. Fungsi hukum menurut teori hukum pembangunan, selain untuk 

mencapai ketertiban dan keadilan, juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan 

dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa, perubahan 

maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat 

 
13 Suroto. Badan Usaha Desa dan Koperasi. Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014, hlm.7. 

Dalam Ni’Matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 

Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press. Hlm.237 
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yang sedang membangun, hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan 

dalam proses pembangunan.14 

Penelitian ini merupakan penelitian  lanjutan dari penelitian tahun lalu, yang 

berjudul “Desain Hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal 

dalam Pembangunan Industri Pariwisata di Provinsi Lampung”. Adapun penelitian 

ini, merupakan respon terhadap temuan awal peneliti bahwa ekonomi kreatif 

mampu mendorong pembangunan ekonomi. Adapun BUMDes sebagai pelaku 

usaha yang mampu menghasilkan produk inovatif, perlu untuk dikembangan 

sehingga mampu berdampak pada pembangunan ekonomi. 

 Hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan temuan baru berupa 

Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing 

Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif. Penelitian ini juga merupakan 

tuntutan untuk menjawab permasalahan bagi stagnansi BUMDes untuk 

berkembang. Dengan demikian, penelitian ini layak dilakukan. Peta jalan penelitian 

digambarkan pada ragaan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, cet-4, 

(Bandung: Alumni, 2013), hlm. 89. 
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Ragaan 1. Peta Jalan (roadmap) Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonisasi Hukum 

Kewenangan Daerah 

Pasca Berlakunya 

Undang-Undang Nomo 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah

(2020)

Redesain Hukum 

Hubungan 

Kewenangan Pusat 

dan Daerah untuk 

Memperkuat 

Sinergitas dalam 

Pelayanan Publik 

(2021)

Konstruksi Hukum 

Daerah dalam 

Pengembangan 

BUMDes Berbasis 

Reinventing 

Government Untuk 

Pembangunan 

Ekonomi Inklusif

(2022)

Model kebijakan 

pengembangan 

BUMDes yang Inovatif 

bagi Percepatan 

Pembangunan 

Ekonomi

(2023)
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) 

yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah 

kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, 

maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan kasus (case 

approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).15 Selanjutnya 

digunakan pendekatan socio-legal,16yang mengkaji persoalan pengembangan 

BUMDes.  

 

B. Data dan Sumber Data 

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data 

yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang 

digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan 

masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan 

jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini 

juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta. 
16TerryHutchinson, 2002. Researching and Writing in Law, Lawbook’s Co., Sydney. 

Dalam penelitian socio-legal research ada dua aspek penelitian, yang pertama legal research  yaitu 

aspek obyek penelitian tetap ada berupa bahan dalam arti norm, peraturan perundang-undangan dan 

kedua socio research yaitu digunakan metode dan toeri-teori ilmu sosial tentang hukum untuk 

membantu peneliti dalam melakukan analisis. 
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lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi 

analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan 

stakeholder yang terkait. 

 

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library 

research) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai 

literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur 

identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai 

permasalahan penelitian. Sedangkan data lapangan (untuk penelitian socio-

legal), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa 

informan yang mewakili pemerintah daerah. Bahan dan data yang terkumpul 

diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu diklasifikasi dan sistematisasi 

secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis. 

 

D. Analisis Data 

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara 

preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, 

analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi 

(struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan 

dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. 
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E. Tahap-Tahap Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan output dan 

indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini. 
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Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Capaian Hasil Kegiatan 

Tahap I 

Inventarisasi dan 

identifikasi peraturan 

perundang-undangan 

nasional  dalam 

pengembangan BUMDes  

 

Terinventarisasinya 

peraturan perundang-

undangan nasional dalam 

pengembangan BUMDes 

 

Tahap II 

Analisis dan mengkaji 

teori, filosofi dan 

dinamika pengaturan 

pengembangan BUMDes 

oleh pemerintah daerah 

di Indonesia 

Ditemukan substansi  teori, 

filosofi dan dinamika 

pengaturan pengembangan 

BUMDes oleh pemerintah 

daerah di Indonesia 

 

 Hakikat otonomi daerah 

 Dinamika pengaturan 

pengembangan BUMDes 

 Serta konsep dan teori 

lainnya 

Tahap IV 

Perumusan dan 

penyusunan Konstruksi 

Hukum Daerah dalam 

Pengembangan 

BUMDes Berbasis 

Reinventing Government 

Untuk Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 

Daftar Peraturan 

Perundang-undangan 

nasional dalam 

pengembangan BUMDes 

serta lingkup 

pengaturannya. 

Hasil akhir: 

Konstruksi Hukum Daerah 

dalam Pengembangan 

BUMDes Berbasis 

Reinventing Government 

Untuk Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 

 Konseptualisasi 

Pengembangan BUMDes 

Berbasis Reinventing 

Government 

Arah kebijakan 

Pengembangan BUMDes 

Untuk Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 

  

Tahap III 

Identifikasi dan analisis 

permasalahan 

pengembangan BUMDes 

terhadap pembangunan 

ekonomi inklusif 

Ditemukan permasalahan  

pengembangan BUMDes 

terhadap pembangunan 

ekonomi inklusif 

 

Daftar permasalahan 

pengembangan BUMDes 

terhadap pembangunan 

ekonomi inklusif 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kewenangan Daerah dalam Pengembangan BUMDes 

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah dengan 

membentuk Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Salah satu pendirian BUMDes 

yaitu untuk pemenuhan kebutuhan desa yang mencakup aspek pelayanan umum 

dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk 

membentuk suatu BUMDes. 

BUMDes setelah dibentuk, perlu dilakukan upaya dalam 

mengembangkannya, setidaknya BUMDes tidak mati suri atau stagnan. 

Pengembangan BUMDes ini pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab 

dan kewenangan Desa, namun Pemerintah Daerah juga memiliki peranan dan 

kewenangan dalam upaya mengembangkan BUMDes. 

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa 

mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses 

permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. 

memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Secara 

umum, pemerintah daerah tidak dapat “lepas tangan” terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa, sebagai bagian dari daerah otonom yang dimiliki daerah, 

pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga 

pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014, menyatakan bahwa:  
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(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada 

perangkat daerah.  

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a. menerapkan 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, 

dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; 

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c. mengakui dan memfungsikan 

institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.  

(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 

Lebih lanjut dalam Pasal 115, mengatur bahwa “Pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:  

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan oleh Desa;  

b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 

Desa;  

c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;  
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d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; 

f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;  

g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa  dan pendayagunaan Aset Desa;  

h. melakukan  pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa;  

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;  

j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 

lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; 

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;  

l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan 

keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;   

m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama 

antar-Desa; dan  

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, dalam Pasal 

47 ayat (1), bahwa BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari 

Pcmerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat. 

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (3) PP 11 Tahun 2021, Pembinaan dan 

pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur 

dan/atau bupati/wali kota. Pembinaan dan pengembangan terhadap BUMDes 
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dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan umum dan pembinaan dan 

pengembangan teknis. 

Pembinaan dan pengembangan urnum antara lain pendataan dan 

pemeringkatan, pemantauan, penyusunan dukunqan kebijakan, pengawasan, 

evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan 

manajemen organisasi, serta kegiatan pengembangan lainnya antara lain: a. 

pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha dan kewirausahaan sesuai dengan 

kebutuhan dan pertumbuhan usaha; b. kegiatan forum komunikasi komunitas bisnis 

antar BUM Desa/BUM Desa bersama secaril periodik dan berkesinambungan; c. 

penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi 

memberikan bantuan penyelesaian masalah; d. penyelenggaraan 'temu usaha dalam 

bentuk seminar, kunjungan, pameran produk usaha/layanan, dan kegiatan lain 

sejenis secara periodik dan berkesinambungan; e. penyelenggaraan temu kernitraan 

antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku ekonomi lain untuk 

menjalin kemitraan dan kerja sama; dan/atau f. penyelenggaraan kegiatan promosi 

pasar, adaptasi teknologi, dan jejarirrg secara internasional, nasional, dan wilayah. 

Sedangkan Pembinaan dan pengembangar teknis antara lain bimbingan teknis 

terkait akselerasi pengembangan modal, bantuan permodalan, pengembarrgan 

usaha dan/atau layanan BUM Desa/ BUM Desa bersama, bimbingan teknis 

manajemen keuangan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha 

industri, serta kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai dengan tugas dan 

fungsi pemerintah. 

Dalam rezim hukum pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, salah satu urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan bidang 
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pemberdayaan masyarakat dan desa. Pembagian kewenangan dalam sub urusan 

“administrasi pemerintahan desa” bahkan hanya menjadi kewenangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan Desa. Dengan demikian, berdasarkan 

uraian diatas pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam upaya 

pengembangan BUMDes. 

 

B. BUMDes dan Reinventing Government 

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai 

entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, 

diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini 

dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut:  

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.  

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan 

saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki 

pemerintahan yang terendah dalam NKRI.17 Terkait dengan posisi desa yang akan 

dikembangkan sebagai local self goverment, maka yang harus dilakukan bukan 

sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus 

 
17 Khairuddin Tahmid, Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan 

Perundang-undangan Di Indonesia (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII, 2011), 

hlm.3 
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melakukan desentralisasi politik (devolusi) kepada desa atau kampung, seperti yang 

dilakukan kepada daerah.  

Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan 

bahwa:  

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan megurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Satu hal yang menguatkan Undang-Undang ini sebagai basis pembaharuan terhadap 

desa adalah upaya menjadikan desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, namun 

sebagai subjek pembangunan, yang artinya desa menjadi pelaksana bagi 

pembangunannya sendiri.18 Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai Badan 

Usaha Milik Desa.  

Selain itu hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi terobosan dan solusi oleh pemerintah pusat 

terhadap upaya pengembangan BUMDes. Pasal 117 UU Cipta Kerja mempertegas 

bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-

 
18 Richard Timotius. 2018. Revitaslisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48 No.2 

(2018): 323-344 
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desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usahanya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjukan bahwa status 

BUMDes adalah badan hukum. Ketentuan tersebut berimplikasi terhadap 

pengembangan BUMDes, termasuk dalam kemudahan akses permodalan bagi 

BUMDes. 

Aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengenai BUMDes, telah ada 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 

Dalam peraturan ini menjadi pedoman dalam membangun BUMDes. Keberadaan 

BUMDes sangat strategis, yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor 

penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan 

adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya 

yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah 

ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka 

memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.19 

Berbagai potensi yang ada di desa sangat mungkin dapat dikembangkan dan 

dapat mewujudkan kegiatan berbasis usaha ekonomi masyarakat jika dikemas 

dengan cara yang kreatif dan inovatif. Hal ini mengingat bahwa setiap desa 

memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan daerah lain. Terlebih dana desa 

yang terus mengalir ke desa, seyogyanya mampu dikelola dengan baik agar dana 

tersebut dapat menjadi modal BUMDes dan meningkatkan perekonomoian 

 
19 Ngesti D. Prasetyo. 2006. Sistem Pemerintahan Desa. In Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. 

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Development, 

Volume V No.1 Februari 2014. 
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masyarakat secara berkesinambungan. Adanya wewenang desa dalam penggunaan 

dana desa, adalah momentum yang prospektif bagi desa memperkuat BUMDes. 

Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, memuat ketentuan bahwa, Pendirian BUM 

Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 

Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan: 

a. meningkatkan perekonomian Desa; 

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 

pihak ketiga;  

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga;  

f. membuka lapangan kerja; 

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan  

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

Hal ini juga tidak terlepas bahwa hasil usaha BUMDes sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 89 UU Nomor 6 Tahun 2014, dimanfaatkan untuk: 

pengembangan usaha; serta pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, 

dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa. 
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Pemerintahan desa seyogyanya mampu mengelola dan mengembangkan 

BUMDes, sehingga tujuan dari pendirian BUMDes dapat tercapai, serta masyarakat 

desa dapat merasakannya. Desa dalam hal ini perlu mendapat dukungan berbagai 

pihak termasuk pemerintahan daerah. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan 

yang semakin kompleks, bagian dari upaya pengembangan BUMDes yaitu melalui 

pendekatan konsep “reinventing government”. 

Reinventing Government sebagai sebuah model pemerintahan merupakan 

perspektif yang bercirikan katalis, milik masyarakat, kompetitif, digerakkan oleh 

misi, berorientasi hasil, berorientasi pada pelanggan, wirausaha, antisipatif, 

desentralisasi, dan berorientasi pada mekanisme pasar.20 David Osborne dan Ted 

Gaebler menggagas konsep reinventing government. Reinventing Government 

dapat digunakan sebagai basis pemerintahan dengan arti bahwa daerah dengan 

optimal dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, mampu mandiri dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.21 

Reinventing government adalah salah satu cara pemerintah di seluruh 

penjuru dunia untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya.22 Reinventing 

Government merupakan konsep dimana pemerintahan dapat diwirausahakan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi. Tujuan reinventing government 

adalah untuk dapat menumbuhkan sikap dan perilaku birokrat yang inovatif, adaptif 

terkontrol oleh birokrasi sehingga bermartabat dan berorientasi kepada 

masyarakat.23 

 
20 Johan Satriajaya. 2019. Reinventing Village Government dalam Penganggaran Desa 

menuju Good Village Governance. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol.1, 2018 
21 Annisa Citra Fatikha. Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 

Daerah.Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Vol.VIII, edisi 1. 
22 Tim Treasury Policy Brief. 2018. Edisi Nomor 6, Januari 2018 
23 Ibid. 
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Reinventing government dapat digunakan sebagai salah satu jalan keluar 

atas mandeknya reformasi birokrasi di Indonesia. Perubahan cara pandang ini pada 

akhirnya melahirkan dialektika-dialektika dalam masyarakat untuk menyusun dan 

menyepakati bersama bagaimana aturan main yang mencerminkan perlindungan 

hak warga negara.24 Dengan demikian, reinventing governement menjadi hal yang 

relevan dan sesuai dengan upaya pengembangan BUMDes. Keterbatasan sumber 

daya manusia atau birokrasi yang ada di desa, memerlukan pendekatan reinventing 

government agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabilitas, 

responsif, inovatif, profesional, dan entrepreneur. 

 

C. Konstruksi Hukum Daerah terhadap Pengembangan BUMDes Berbasis 

Reinventing Government 

Berlakunya otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan 

wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka hal 

tersebut harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah 

guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bisa dijadikan 

sebagai salah satu potensi yang berpeluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di 

daerah. 

Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu 

pemerintahan yang demokratis untuk mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. 

Dalam implementasinya desentralisasi adalah pembentukan badan-badan yang 

terpisah dari pusat, di mana badan-badan perwakilan lokal memiliki kekuasaan 

formal untuk memutuskan tentang beragam isu publik.25 Dalam sistem 

 
24 Ali Mashuda, et al. 2019. Tinjauan Regulasi Tol Laut berdasarkan teori Reinventing 

Government. Jurnal Rechtsvinding Volume 8 Nomor 2 Agustus 2019. 
25 Ibid. 
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desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusan tertentu 

dianggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintahan 

daerah, yang oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mengurus hal tersebut 

sebagai urusan rumah tangganya sendiri.26 

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan 

pemerintah kabupaten/kota, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan 

bagi berkembangnya BUMDes. Lembaga ini adalah terobosan baru yang patut di 

apresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa 

jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan 

ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus 

diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik 

dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak 

boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk 

turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.27 

Salah satu sebabnya yaitu kapasitas aparatur desa yang masih terbatas. 

Kondisi ini tak lepas dari belum optimalnya persiapan yang dilakukan oleh aktor 

pemerintahan supradesa, dalam hal ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

mengemban kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis secara berkala terkait 

dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa. Selain membuat regulasi turunan, 

pemerintah daerah perlu melakukan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas 

 
26 Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. 

Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm.423 
27 Suroto, Badan Usaha Desa dan Koperasi. Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014, hlm.7. 

Dalam Ni’Matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 

Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press. Hlm. 237 
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dan struktur kelembagaan desa melalui pendidikan dan penyuluh dan 

pendampingan terhadap para aparatur desa.28 

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, perlu 

melakukan upaya-upaya dalam pengembangan BUMDes, termasuk dengan 

mengeluarkan kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang dapat dikeluarkan yaitu 

dengan menetapkan peraturan daerah.  Peraturan daerah sebagai bagian dari produk 

hukum daerah, dikonstruksikan untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi 

daerah dalam mengupayakan pengembangan BUMDes. Peraturan Perundang-

undangan dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu 

yang penting pula, suatu peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang 

kuat, baik peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan sebagai rekayasa sosial 

(social engineering) ataupun suatu bentuk pengakomodiran aspirasi masyarakat.29 

Dalam hal ini, sesuai dengan batas kewenangan daerah dan kondisi permasalahan 

yang dihadapi oleh desa, maka peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah 

daerah setidaknya memuat ketentuan mengenai: 

a) tugas dan wewenang. Hal ini untuk dapat mempertegas batasan tugas dan 

wewenang baik dari pemerintah daerah maupun peerintah desa. 

b) pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Hal ini 

merupakan amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah 

perlu mengatur upaya dalam mendorong desa sejak pendirian BUMDes. 

Pendirian BUMDes melalui peraturan desa pada dasarnya bukan perkara 

 
28 Op.Cit., Richard Timotius 
29 Salahudin Tunjung Serta, Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 No.2 – Juni 2020 
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mudah bagi setiap desa dapat melakukannya, sehingga campur tangan 

pemerintah daerah dibutuhkan. 

c) kerjasama desa. BUMDes tidak terbatas pada lingkup satu desa saja, 

sehingga untuk memperluas pasar perlu pengaturan mengenai kerja sama 

desa dalam pengelolaan BUMDes. 

d) kemudahan terhadap pengembangan BUMDes. Kebijakan melalui 

program-program dapat dilakukan pemerintah daerah. 

e) pembinaan dan pengawasan. Hal ini mengingat adanya keterbatasan sumber 

daya manusia di desa, menjadi bagian penting sebagai upaya pemerintah 

daerah mengembangkan BUMDes. 

f) penghargaan. Bentuk meningkatkan semangat dalam mengembangkan 

BUMDes di desa dengan memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil 

mengelola BUMDes nya. 

Pada dasarnya BUMDes mampu untuk tumbuh dan berkembang apabila 

masyarakat ikut berpartisipasi dan kreatif dalam memanfaatkan potensi. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka Pemerintah daerah memiliki 

peranan yang besar untuk dapat mendorong pengembangan BUMDes. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi 

berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 

memiliki kewenangan dalam upaya pengembangan BUMDes. BUMDes sebagai 

kelembagaan yang dimiliki desa menjadi cerminan untuk melihat perkembangan 

pembangunan di desa. Oleh karenanya melalui basis “Reinventing Government”, 

pemerintah daerah sebagai pemerintahan supradesa perlu mengeluarkan kebijakan 

hukum melalui pembentukan peraturan daerah tentang BUMDes yang setidaknya 

memuat ketentuan mengenai tugas dan wewenang; pendirian, pengurusan, 

pengelolaan, dan pembubaran BUMDes; kerjasama desa; kemudahan dalam 

pengembangan BUMDes; pengawasan dan pembinaan; serta penghargaan. 

 

B. Saran 

Pemerintah Daerah perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang 

Pengembangan BUMDes sebagai salah satu bentuk komitmen dalam upaya 

mendorong setiap desa dapat memaksimalkan potensi desa serta meningkatkan 

perekonomian desa melalui BUMDes.  
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conference) 

The Legal Politics Of Recall Right 

Of Political Parties Relevance With 

The System Of Popular Sovereignty 

In Dynamics Of The Constitution Of 
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